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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik 

Indonesia  Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri Sipil, 

Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 14 yang menjelaskan “berbunyi “Netralitas 

adalah keadaan Pegawai ASN, Anggota TNI, danAnggota Polri tidak berpihak dari segala 

bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun Dari temuan 

Bawaslu terdapat 2 ASN yang telah melakukan pelanggaran pemilu yang dimana salah 

satu ASN yang berinisial (MS) tersebut melakukan siaran langsung di tempat pasangan 

calon walikota yaitu Bapak Zul Elfian serta ikut berfoto dengan pasangan calon walikota. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1)Bagaimana peran Badan Pengawas  

Pemilu dalam Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan Walikota dan Wakil 

Walikota Solok (2)Bagaimana  kewenangan pengawasan Badan Pengawas Pemilu dalam 

Netralitas Aparatul sipil negara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Solok. 

Metode penelitian yang digunakan Yuridis Empiris dengan cara mewawancarai pihak 

Badan pengawas pemilu kota Solok, penelitian ini dilakukan di Kantor Bawaslu Kota  

Solok. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwa Peran Badan Pengawas 

Pemilu belum sesuai dengan Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan 

Netralitas Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia.Akan tetapi masih ada sedikit faktor penghambat 

seperti jarak atau lokasi ASN yang lingkup kerjanya yang di luar kota, bagi ASN yang 

melanggar berdomisi di kabupaten pemerintah daerahnya tidak mengeksekusi putusan 

dari Komisi ASN. dalam artian kepala daerah selaku PPK (pejabat pimpinan kepegawai)  

tidak memproses keputusan tentang sangsi yang di di keluarkan komisi ASN terhadap 

ASN yang bersangkutan dan di dalam kewenang pengawasan masih ada sedikit kendala 

yaitu Bawaslu Kota Solok dalam penanganan pelanggaran Pemilu oleh pegawai ASN 

adalah ada permasalahan hukum berupa terbatasnya waktu dalam penerimaan Temuan 

dan Laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh ASN hanya dapat diproses jika 

melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui atau ditemukannya dugaan 

pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh ASN, keterbatasan dalam menerapkan delik 

tindak pidana Pemilu kepada ASN yang melakukan pelanggaran Pemilu yakni hanya 

dapat diterapkan setelah ditetapkannya peserta Pemilu dan di masa kampanye Pemilu, 

Bawaslu Kota Solok tidak berwenang menangani pelanggaran Pemilu yang terjadi locus 

delicti nya di luar wilayah lingkup Kota solok. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Untuk memajukan kesejeterahan umum merupakan salah satu cita-cita 

bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke 4 yaitu 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa 

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Salah satu bentuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial adalah mengikuti 

penyelenggara pemihan umum. Kegiatan pemilihan umum merupakan sarana 

penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prisipal oleh karena itu, 

dalam rangka pelaksanaa hak hak asasi warga negara adalah keharusan  bagi 

pemeritah untuk menjamin terlaksana penyelengara pemilu.
1
 

Berdasarkan Pasal 18 ayat 4 UndangUndang Dasar Negara Republik 

Indonesaia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Gubernur, Bupati, dan Walikota 

masing masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan 

kota dipilih secara demokrasi”. 

                                                             
1
Jimly Asshiddqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Raja Gravindo Persada, Depok, 

Tahun 2019, hlm. 416. 
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Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Ia merupakan sistem yang 

tegak di atas prinsip kedaulatan rakyat, dengan dua nilai pokok yang melekat 

padanya, yaitu: kebebasan (liberty) dan kesederajatan (equality). Kebebasan 

di sini otomatis berarti kebebasan yang bertanggung jawab serta bergerak 

dalam batas batas konstitusi, hukum dan etika. Kesederajatan mencakup 

lapangan hukum, ekonomi, sosial, dan politik. Lawan dari kebebasan adalah 

pengekangan,dominasi, dan kesewenang wenangan. Lawan dari kesederajatan 

adalah diskriminasi dan ketidakadilan.
2
 

Kata Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, 

dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan 

sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan 

dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah bentuk atau 

mekanisme system pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan 

kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh 

pemerintah negara tersebut. Pada intinya, yang banyaklah yang menang dan 

yang banyak dianggap sebagai suatu kebenaran. 

Demokrasi berasal dari kata “demos” dan “kratos”. Memiki Arti pola 

pemerintahan yang berasal dari rakyat. Bisa juga pemerintah (Kepala daerah) 

dipilih oleh para wakil rakyat. Maknanya, kekuasaan tertinggi berada di 

tangan rakyat. 

                                                             
2
Galuh Kartiko, Sistem Pemilu Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia, Jurnal 

Konstitusi Pkk Universitas Kanjuruan Malang, Vol. 2 No. 1, 1 Januari 2009, hlm. 7. Di Akses 

Pada Tanggal 25 Desember 2022 Pada Pukul 08.35 WIB. 
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Demokrasi dikembangkan untuk menumbuhkan partisipasi rakyat, 

bukan partisipasi seseorang atau kelompok. Peran rakyat lebih dihargai 

karena berperan penting dalam mengambil keputusan untuk kepentingan 

publik. Sebut saja, dalam menentukan seorang Kepala Daerah, Bupati, 

Gubernur, dan Presiden sebagai kepala negara dalam system demokrasi harus 

dipilih oleh rakyat.
3
 

Begitu juga dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Pilkada 

merupakan proses demokrasi di tingkat daerah, sehingga kontestasi ini 

diharapkan melahirkan pemimpin-pemimpin yang membawa kemajuan bagi 

daerahnya masing-masing. Pengaturannya diatur dalam Undang Undang 

Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

Dan Walikota Menjadi Undang Undang. 

Apabila proses Pilkada berjalan dengan baik dan semua pihak saling 

mendukung maka Pilkada dapat menghasilkan pemimpin yang baik. Selain 

menghasilkan pemimpin yang baik, penyelenggaraan Pilkada juga 

menggambarkan bagaimana demokrasi di daerah berjalan baik dan 

berkualitas. Itu merupakan harapan bersama sehingga kita semakin dewasa, 

santun, berintegritas, dan demokrasi akan tumbuh semakin baik. Hal ini 

                                                             
3
Jailani,Sistem  Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan, 

Jurnal Inovatif Vol. 8 No. 1 Januari 2015, hlm. 136 Di Akses Pada Tanggal 4 Januari 2023 Pada 

Pukul 20.33 WIB. 
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membutuhkan rasa kebersamaan untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada 

yang semakin berkualitas.
4
 

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan wujud kebebasan 

politik bagi warga negara, karena dengan pemilihan secara langsung warga 

negara bebas untuk menentukan calonya pimpinanya sendiri, namun dalam 

prakteknya berdampak pada masalah kesejeterahan masyrakat. Di sinilah 

tidak ada keseimbangan antara kebebasan berpolitik dan kesejetahan 

masyrakat. di sini jelas demokrasi itu harus melahirkan keseimbangan 

sehingga manakala demokrasi yang dipilih belum memunculkan 

keseimbangan itu maka perlu dicari demokrasi yang memunculkan 

keseimbangan tersebut. 

Jadi pemilihan kepala daerah adalah sarana masyrakat dalam pemilihan 

kepala daerah yang dilaksanakan secara umum. pengawasanya Pilkada di 

selenggarakan oleh suatu Badan Pengawas Memilu Tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota.Tepatnya dalam Undang Undang Nomor 10 

Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke dua Atas Undang Undang Nomor 1 

Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan 

Walikota Menjadi Undang Undang pada Pasal 22B ayat 5 yang berbunyi 

„Badan Pengawas Pemilu menerima laporan hasil pengawasan 

penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas 

                                                             
4
DewaPutuMantera, Proses DemokrasiMelaluiPilkada Yang erkualitasMenujuPemimpin 

Bali, Bali Jurnal Bappeda Litbang, Vol. 1 No. 2, Agustus 2018,hlm. 96 diakses pada tanggal 12 

januari 2023 pada pukul 02.24 WIB. 
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Kabupaten/Kota. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa bawaslu berperan 

penting dalam penyelenggara pemilihan kepala daerah. 

Dalam  Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum pada 

Pasal 1 ayat 18 berbunyi “ Badan Pengawas Pemilu yang yang selanjutnya 

disebut bawaslu adalah lembaga penyelenggera pemilu yang mengawasi   

penyelenggaran pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia‟ dapat disimpulkan  bahwa Bawaslu berperan penting dalam 

penyelenggara pemilihan umum. Tidak hanya di pemilihan umum saja 

sebagai penyelenggara Pilkada Bawaslu juga berperan, dalam pengawasan di 

kegiatan Pilkada salah satunya pengawasan Bawaslu adalah  netralitas 

aparatur sipil negara. 

Selanjutnya pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu Umum Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai 

Negeri Sipil Keanggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia tepat pada Pasal 1 ayat 14 yang berbunyi 

“Netralitas adalah keadaan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri 

tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak 

kepada kepentingan siapapun. Jadi Bawaslu berwewenang dalam 

penyelenggara pemilihan kepala daerah. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 

merupakan lembaga independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan 

pemilu di Indonesia. 
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Menurut data yang di peroleh setelah melakukan penelitian ke  Bawaslu 

pada tanggal 10 Juli 2023 Kota Solok mencatat ada 941 pegawai negeri sipil 

(PNS) atau aparatur sipil negara melanggar netralitas selama pelaksanaan 

Pilkada Serentak 2020 dan yang terbanyak kampanye di media sosial. 

Pelanggaran netralitas ASN ini terdiri dari temuan Bawaslu sebanyak 64 

laporan masyarakat sebanyak 790 kasus dan sebanyak 87 kasus bukan 

termasuk pelanggaran netralitas ASN. Pelanggaran terhadap netralitas ASN 

tidak saja terjadi pada saat perhelatan pilkada. ASN juga ditemukan 

melakukan pelanggaran pada saat pemilihan umum presiden (pilpres). ASN 

ditemukan terlibat dalam praktek pelanggaran dalam konteks penggunaan 

hoax dan hate. 

Maka dengan melihat banyaknya pelanggaran yang dilakukan ASN saat 

Pilkada  Kota Solok maka tentunya  banyak menibulkan banyak pertanyaan 

oleh masyarakat bagaimana peran Bawaslu dalam netralitas ASN dalam 

Pemilihan walikota.Bagaimana kewenagan Bawaslu terhadap kasus ASN ini 

seperti menerima laporan dan temuan kemudian kajian bawaslu terhadap 

ASN yang melanggar sertai di klarifasi dalam rapat pleno. 

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan penulis diatas penulis tertarik 

untuk membahas dan menjadikan permasalahan diatas sebagai karya ilmiah 

penulis dengan judul “Peran Badan Pengawas Pemilu Mengenai 

Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam  Pemilihan Walikota Dan Wakil 

Walikota Solok. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan 

diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran Badan Pengawas  Pemilu dalam netralitas Aparatur 

Sipil Negara dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 

2020? 

2. Bagaimana kewenangan pengawasan Badan Pengawas Pemilu dalam 

Netralitas Aparatul Sipil Negara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil 

Walikota Solok Tahun 2020? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan dari 

penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Badan Pengawas  Pemilu dalam 

netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan Walikota  dan Wakil 

WalikotaSolok Tahun 2020 berdasarkanUndang Undang Nomor 6 Tahun 

2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara 

Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

2. Untuk mengetahui kewenangan pengawasan dalam Netralitas Aparatul 

Sipil Negara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok tahun 

2020  Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang 

Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Anggota Tentara 
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Nasional  Indonesia dan anggota kepolisian  Negara Republik Indonesia 

di Kota Solok. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun Manfaat Penelitian adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Melatih kemampuan penulis unntuk melakukan penelitian ilmiah 

sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk karya tulis ilmiah 

yaitu skripsi. 

b. Agar penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama 

dibangku perkuliahan serta menghubungkannya dengan fakta yang 

ada di lapangan. 

2. Manfaat praktis 

Secara praktis penelitian Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat 

bagi dan masyrakat dapat mengetahui peranan Bawaslu dalam netralitas 

aparatur sipil serta peranan tentara dan kepolisan dalam pemilihan umum 

kepala daerah  

E. Metode Penelitian 

Penelitian hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, 

sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala 

hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang 

timbul. Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini 
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membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta 

tujuan penelitian yang akan dicapai.
5
 

Dengan demikian metode penelitian yang penulis gunakan yaitu sebagai 

berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang 

dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di 

dalam masyarakat, yang termanifestasi ke dalam perilaku hukum 

masyarakat.Penelitian hukum empiris berupaya untuk melihat hukum 

dalam artian nyata dan meneliti bagaimana perilaku hukum masyarakat 

dan bagaimana bekerjanya hukum di dalam lingkungan masyarakat.
6
 

Untuk mengetahui peran Badan Pengawas Pemilu dalam Netralitas 

Aparatul Sipil Negara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 

Solok tahun 2020 BerdasarkanUndang Undang Nomor 6 Tahun 2018 

Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Anggota 

Tentara Nasional  Indonesia Dan Anggota Kepolisian  Negara Republik 

Indonesia Di Kota Solok dan pihak terkait. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di sini merupakan suatu tempat atau wilayah 

dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul “Peran 

                                                             
5
Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek, Cv.Jakad Media Publishing, 

Surabaya, 2020, hlm. 4. 
6
Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018, Hlm.62. 
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Badan Pengawas  Pemilu dalam netralitas aparatur sipil negara dalam 

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2020 berdasarkan 

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas 

Pegawai Aparatur Sipil Negara Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia“ maka penulis 

menetapkan lokasi penelitian di kantor Bawaslu  Kota Solok. 

3. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang berasal dari masyarakat atau orang-

orang yang terkait secara langsung terhadap objek penelitian.
7
 

Penulis mendapatkan data primer ini dengan cara melalui wawancara 

serta menanyakan langsung kepada badan pengawas pemilu Kota 

Solok serta pihak pihak yang terkait dengan permasalahan yang 

diteliti penulis. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara 

tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan 

maupun tulisan.
8
 Data sekunder adalah data yang di peroleh dari 

sumber kedua yang diambil dari bahan kepustakaan.Yaitu buku 

tentang Hukum tata negara. 

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu: 

                                                             
7
Ibid, hlm. 63. 

8
Ibid, hlm. 137. 
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1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan mengikat secara umum (Perundang-Undangan) atau 

mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak 

berkepentingan.
9
 Bahan hukum primer yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah UndangUndang Nomor 6 Tahun 2018 

Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara 

Anggota Tentara Nasional  Indonesia Dan Anggota Kepolisian  

Negara Republik Indonesia. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi 

penjelasan terhadap bahan hukum primer.
10

 Bahan hukum 

sekunder yang penulis pakai dalam penulisan skripsi yaitu buku-

buku ilmu hukum, jurnal-jurnal hukum, media internet dan 

informasi online lainnya yang berkaitan dengan masalah yang 

penulis teliti. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

                                                             
9
Ibid, hlm. 141. 

10
Ibid, hlm.134. 
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sekunder.
11

 Bahan tersier yang penulis gunakan dalam penulisan 

skripsi yaitu kamus hukum. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara (interview) adalah pengumpulan data primer yang 

bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).
12

 

Yaitu dilakukan dengan cara mewawancarai langsung beberapa 

orang staf di kantor Bawaslu Kota Solok seperti mewawancarai 

Bapak Rafiqul amin selaku anggota bawaslu dan Bapak Dicki 

 Prayudi dan Ibu Sifaun Istqomah selaku staf devisi penangan 

sangketa pelanggaran.   

b. Studi Dokumen 

Yaitu dengan cara mencari buku-buku atau literatur lainnya yang 

berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. 

5. Teknik Analisis Data 

Penulis dalam membuat skripsi ini menganalisis data menggunakan 

cara analisis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk 

kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui 

berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis 

                                                             
11

Ibid,hlm.13. 
12

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 

95. 
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dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam 

catatan lapangan (transkip).
13

 

F. Sistematika Penulisan 

Bab I :  Pendahuluan 

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan  masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

Bab II : Tinjauan Pustaka 

Bab ini menguraikan tentang  tinjauan umum tentang pemilu, 

tinjauan umum tentang Badan Pengawas Pemilu,tinjauan umum 

tentang Aparatur Sipil Negara, tinjauan umum netralitas aparatur 

sipil negara, dan tinjuan umum tentang Peraturan Badan Pengawas 

Pemilu Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang 

Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri Sipil Anggota Tentara 

Nasioanal Indonesia  Dan Anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia 

Bab III :  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini menguraikan bagaimana Peran Badan Pengawas  Pemilu 

dalam netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan Walikota dan 

Wakil Walikota SolokTahun 2020 berdasarkan Undang Undang 

Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai 

                                                             
13

Ibid, hlm. 102. 
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Aparatur Sipil Negara Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kota Solok dan 

bagaimana faktor yang menyebabkan tidak berperannya Badan 

Pengawas Pemilu dalam Netralitas Aparatul Sipil Negara Dalam 

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2020  

Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang 

Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Anggota 

Tentara Nasional  Indonesia Dan Anggota Kepolisian  Negara 

Republik Indonesia di Kota Solok. 

Bab IV :  Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

diatas, maka penulis menarik kesimpulan, yaitu: 

1. Peran Badan Pengawas Pemilu dalam menetralitas Aparatur Sipil Negara 

belum sesui dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Umum Republik 

Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri 

Sipil Anggota Tentara Nasioanal Indonesia dan Anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia di lihat dari kasus MS yang merayakan 

kemenagan di posko calon walikota serta siaran lansung di media sosial. 

Mengenai hambatan dan kendala tidak berperanya Badan Pengawas 

Pemilu masih ada seperti jarak lokasi ASN yang di luar kota akan tetapi 

ASN melakukan pelanggaran di wilayah dimana melakukan pelanggaran 

pemilu Solok jadi pengawas pemilu harus bolak balik ke luar kota 

dimana ASN tersebut bekerja untuk di memintai keterangan jadi tim 

pengawas pemilu terkendala antara jarak dan waktu. Mengenai kasus 

ASN yang berada di wilayah lingkup kerja Kota Solok yang melakukan 

pelanggaran di Solok tidak ada kendala cukup dengan hanya memanggil 

ASN dan pelapor ke kantor untuk di mintak keterangan 

2. Bentuk pola kewenagan Badan Pengawas Pemilu yaitu dengan cara 

melakukan pengawasan langsung dan pengawasan secara tidak langsung. 

Pengawasan langsung yang dimaksud yaitu pengawasan yang dilakukan 
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oleh Bawaslu Kota Solok, Panwas Kecamatan,dengan cara turun 

langsung ke lapangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran netralitas 

ASN. Sedangkan pengawasan secara tidak langsung yaitu Bawaslu 

melakukan pengawasan melalui informasi yang diterima dari masyarakat. 

B. Saran  

1. Sebaiknya Bawaslu, ketika pelapor melaporkan terlapor ke Bawaslu atau 

Panwascap setempat terlebih dahulu memperhatikan terlebih dahulu 

bukti bahwasanya terlapor benar benar melalukan pelanggaran dalam 

pemilu dan apabila tidak bukti yang kuat maka pihak terlapor berhak 

melaporkan pelapor ke Pengadilan atas nama pencemaran nama baik. 

2. Sebaiknya Bawaslu harus mengadakan sosialisasi ke instasi atau ke 

sekolah untuk memberikan materi tentang netralitas ASN agar kasus 

ASN yang terjadi di solok berkurang dari sebelumnya dan Bawaslu harus 

menjelaskan ke Aparatur sipil negara dampak dapak jika ASN tidak 

nentral. 

3. Sebaiknya pengawasan dan penegakan displin pegawai ASN megenai 

netralitas harus lebih ketat pengawasanya jika diperlu memberikan efek 

jera bagi ASN yang melanggar. Hukum disiplin berat yang paling berat 

juga perlu di pertimbangan dan peran atasan langsung dalam penerapan 

sangsi perlu di perkuat juga.  
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